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ABSTRAK

Flak asasi mannsia merupakan hak dasar vang dimiliki oleh sediap manusia semenjak din lahir
daiy merupakan Anngerahl Tuhan Yang Maha Esa. Drengan demikian hak asasi manusia bukanlah hak
yamg bersumber daei negara dan hokom, Dalam bukum humaniter internasional Juga terdapet pengaiuran
lentang HAM  vaitu peratursn-pesaturan tentang perlindungan korban perang (Hukum Jenewa). dun
peratiran-perauran. lentang alal dan cara berpering (Hukum Ben oag) Dalam hukwm humaniter
internasional mengatur tentang pelanggaran hak asasi manusia beras vang dilakukan tentars
Israel terbadap pendoduk sipil Palestina, perlindungan hak asasi manusia internasional i pcnEnt
penyvelesaian konflik Tstael dan PalestinaPenulisan ini dilakukan melalui metode penelitian
hubum empiris yang didukung aleh penelitian nommatil”, penelitian hukum empiris adatueh penclitian
huknmyang Bertujuan unink menemukan teori-leor mengenal proses terjadinya dan proses bekerjanya
hukom  dalarn masyarskal,  sedangkan  penelition houkum  nosmatils  adalal penclitian
hukompyangdilakukan cara meneliti hahan pustaka dan dat sekunder. bukom  humaniter
internasional  telah memberikan perlindungan pada tawanan perang dan penduduk sipil.
Walupun dalam pelukssnaannya seringkali di abaikan, Hal ini dapat dilibar dori masih
banyaknya pelunggaran hak asasi munusia berat vang dilakukan tentara Israel terhadap penduduk
sipil palesting. Perlindungam dan cara penyelesaian konflik palestina-israe] sangat rumit. Karena
ireel merupakan perpanjangan angan amerika serikat di timur tengah., Sehingga PBE tidak
berdava dalam memberikan sanksi, Dan bentuk perlindungan HAM  dalam konflik bersenjata
menurut hukum hemaniter yaitd terdapat pada perlindungan tawanan perang vang diatur dalam
somvensi jenewa 11 dan perlindungan penduduk sipil terdapat dalam komvensi lenewa IV dan
protocol tambahan 1977, Dari hasil penelitian, tentang pelanggaran HAM berat vang dilakukan
riel terbadap penduduk sipil Palestina yaitu menjadikan warga sipil schagal perisal manusia,
membatai warga sipil, dan pemusnaban. untuk o Dilakukan langkah-langkah hukum vang
tambil PBB. Dalam pencgakan HAM terhadap kenflik bersenjata di palesting , &i antaranva
salusi PRIB 1860, perjanjian  Annapolis, dan mengajukan Tsrael kemahkamah prdana

wernasional oleh tim khusus PBR.



PENEGAKAN HAK ASASEMANUSIA DALAM KONFLIK BERSEMNJIATA

DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASTON AL
BARE |
PENTIATIULUAN
A Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar vang dimiliki eleh scuap manusin
semenjak dia lahir dan merupakan anongerah Tubn Yang Mala Esa ' Dengan demikian
hak asasi manusia hukanlah hak vang bersumber  dari negars dan hukom,  [alan
masyarakat imernasional hak asasi manusia tersebut telah diskui secara resmi oleh pinsem
Perserikaton  Bangse-Bangsa (PBR) vang dikenal dengan =Universal  Declaration i
Flmon Right 7 (Pernyataan Sejapal tentang Hak Asusi Manusial. pade angeal 10
Desember 1948, Lebih lanjur. Jak-hak asasi manesia terschul dijabarkan dalam berbagai
instrument PBB dalam  bentuk konvensi internasional lenlang hak  asast manpsia,’
konvensi ini mengikat setiap negara yang ikut menandatanpaninya dan setelah diratifikasi
aleh masing-masing negara, konvensi  tersebut akan mengikat secars langsung setiap

wiarga negirn vang bersapghutan.

Pelanggaran terhadap hak asasi menosia tidak banyve terjadi pada wakm
darmai tetupi juga pada waktu tecudinya perang atavpun konflik herseninta. Pelanpeacan
F' .l B p (=} P | =]

terhadap hak asasi manusia pada wakiu rerjadinye perang distr dalam hukum homeniter.

Prof, M, Kozeli Abdullah, 5 H Svarmsir, 5.H. Perkomboumon Hak Avasd Meannsia Dan Neberodam
Porafilor Hak Asard Mariesin &F fodonedia, Ghalia Indonesia, Jakaria, 2007
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Rukun humaniter interasional dan hak azasi mangsia memiliki ngean vang sama, vty
memberikian jaminan perlindongan techadiop manusm. Hanve saja, Sedoanya memiliki
perbeduon dan isi wakie ot sileast penerapansya, Hokwm humaniter internasionl
diterapkan apabila tecjadi sengketa intermasional maupun non-intenmasional at plrang
sitidara {omvdd ward. Hokum humaniter imlernzsional tecdini duri persterin. perituran
tentang perlindungan korban perang (Hukum Jenewy dan pesatoran-peraiuran fetLang
alat dan cara berperang (Hukum Den laag). Sedangkan ketentuan—ketenuan hak asasi
manusia dimaksodkan untuk menjomin hak dan kebebasan baik sipil, politk, ekonemi,
sosial maupun budaya bagi setinp crang ™ Dalam hukem bak asesi manusia o sellip
orang haros dilindungr dan penvalahgunaan kekunsaan {abuse of power) pemerinah, Hak-
hak asasi manuesia tersebut terdapat baik dalam berbagad peraturan pes urndang-undangin

masicnal maupun instrumen-instromen intermasional.”

Hukum hunraniter berlaku pada wakin sengketa bersenghera” Sedangkan hak
asasi manusia berluko pada wakoe damai.” Mamun inn sari hak asasi manusia tetep herlake
sckalipun pada waktu sengketa bersengketa. Keduanya saling melengkapi. juga ada
keterpaduan dan keserasion kaedah-kacdah vang berasal dari instrumen-instrumen hak
asast manusia dengan kaedah-kaedah yang herasal dari imstrumen-instremen hukom

hurmaniter internasional. Keduanya tidak hanya mengatur hubungan antar pemerintah dan

aarling Permanasart, Ag Wibowo. Fadilah Agus. Achmad Remsan, Supardan Mansur, Michael G
Hainggolan, Hukum Humaniter, International Committes OF The Red Cross, Jukarta, 1954,

ilhid., Hal. 333
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Ham vang terdupat delam peraturs i perunidang-undungan nasional adalah pasal 26-3)

fR]al

Dipembelaan Megara, Kebebasan berajmoni, hak penghidupan yamg loyak.dil), sedangkan dalam

instrument=-instrumen mternesional adalah Konvenst jencwa 1V, pagal 68 dun THhak untuk hidup).
dan Larangan penyiksaan dan perlakuan vang tidak manusiawi ditentukan dalam pasal T konvenan
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rikyat tetapi juza mengator buboanzan Megiri dengan Negara dengan menciapkan hak-hak

dam kewajihan mercka secara tibal balik, "

Dengan demikian. maka Kedua bidang ini merepakan instrumen instrumen
hukmm  vang  memberikan perlindunzan lknm kepada orang-perorsng ini dapat

digolengkun kedalam empat kelompek, yai:”'

A, Instrumen hukum yang bertujuan melindungs srang-perorangan sehiont ang

gola
masarakat konvensi jenewa IV, pasal 68 dan 73

k. Instewmen yang  hertujusin e lird g arEng-perorangan  herkaitan dengan
keadaannyn dalam masyvarekal, seperti hukum intermasional tentany perlindungan
terhadap kowm wanita dan hukom imernasional berkaitan dengan perlindungan
terhadap anak (konvensi jenewa IV, pasal 68 dan 753

¢ Instrumen hukum vang bertojuan melindungi arang-perorangan dalom kaitan dengan
fungsinya didalam masvarakat, seperti hukum internasional tentang burul.

d. Instrumen hokum yang bertajuan melindungl arang-perorangan dalam keadaan
darurat, apabila tecjadi situasi yang luar biasa dan mengakihatkan  ancaman
pelanggaran atas haknya vang binsanya dijamin oleh hokum vang berlaku, seperti
Hukum Internasional tetang pengungsi dan Hukum  1umaniter Internasional (P10
vang melindungi para korban dari sengketn bersenjata (pasal 7 konvenan lentang

hak-hak sipil tahun 1966),

Huk-hak dian Kewagiban secara timbal balik maksudanya hak untuk perlidungan ukum.
sewaithan menghormati kak-hak dan kebebasan, dan menyelenggamkan penzamanan dunia.

vanae-Sephie Gindroz, Fikus Hamaiter Iovernasiona) dan ok Avas Mamesis dalam Fudillah
ua pedd, Hiskum Humaniter Suan Perspebaif, Pusat Soodi Hekum Homaniter EH-1 vraitas
ehii- ICRC, Jakerte, 1997, Rlm 85-86.
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thentuk pelangguran HAM berat yang dilakukan pasukan lsrael erbradap pendoduk

Palestma, terdapat DI dalem pasal 7 Swtota roma 1998 disebutkan Meigenai jenis-

Jenis tndakan  kejohatan kemanusiaan dan pelanggasan bak asasi manusia wang

terpolong beral hukom hemaniter internasional. Bentuk-bentuk pelangearan vang
dilakukan oleh pasukan lsrael erhadap penduduk Palesting yaitu, wrhadap tawanan
perang diantarenya menyitamkan air dingan dimusim dingain kesnbul @ywanan
perang sementara mercka dalam Keadaan relanjang, memukul dada dan wly hat
dengan balok, dan memuekoi biji kemaluan tawanan, Sedangkan penduduk sipil
diantaranya. menjadikan warga sipil Palesting  dalam pendudukan  fsrael di
Palesting, membantai warga sipil. pemusnahan.

Langkah-Tangkah hukum vang dismbil aleh PEE dalam penegikan HAM terhadap
kanflik bersenjzta di Palesting adalah Sebuah Gm khusus PRE ki tengah
mengumpulkan berbagai bukti pelangparan HAM vang dilakukan oleh Isroel
sctelah selama hampir 3 pekan menggempur Giaza. Namun skeptisme sepera
muncul  dengan adanya  fakia-fakie  pengabaian sejumlali Resolusi Dewan
Kesmanan () PRE vang berkaitan denpan masalah konflik Tsrmel-Palesting.
Adapun langkah-langkah hukum vang telah diambil PEE dalam penegakian HANM
terhadap konllik bersenjata di Palesting, vaitu antara lain |, resolusi PRRB [ Ball,
Perjargian Annapelis dan mengajukan Istael kemahkamalh pidang internasional

wleh anggota PRI,
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